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ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PIMPINAN SEKSI PEMASARAN
BANK SUMUT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
67/PID.SUS-TPK/2025/PN MDN

AMRAN EFFENDI DALIMUNTHE
NPM. 245114094

ABSTRAK

Pemidanaan terhadap Pimpinan Seksi Pemasaran Bank Sumut yang
terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas, adil, dan
proporsional. Pengadilan perlu memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan mampu
memenuhi tujuan hukuman, yakni memberikan efek jera, menegakkan keadilan,
dan melindungi keuangan negara dari perbuatan melawan hukum.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder belaka. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara penelitian kepustakaan (/ibrary research). Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis deskriptif
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur tindak
pidana korupsi dalam pemberian kredit yang tidak sesuai Standar Operasional
Prosedur Perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-
TPK/2025/PN Mdn adalah sudah tepat karena majelis hakim telah menyatakan
bahwa dakwaan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah terpenuhi
berdasarkan alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi, dan keterangan terdakwa.
Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan Seksi
Pemasaran sehingga dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam Putusan
Nomor 67 tersebut yaitu Perbuatan terdakwa tidak melaksanakan proses analisa
kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyetujui permohonan 2 fasilitas
kredit dengan data yang tidak benar. Pemidanaan terhadap terdakwa yaitu penjara
selama 1 tahun 4 bulan serta denda Rp 50.000.000. Disarankan kepada Pengadilan
‘agar berhati-hati dalam menerapkan unsur tindak pidana korupsi, memastikan
bahwa semua unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan
fakta-fakta di persidangan.

Disarankan kepada majelis hakim agar memperhatikan unsur kesengajaan
dan niat melawan hukum. Pastikan terdakwa bertindak dengan niat melawan
hukum, bukan karena kelalaian semata. Disarankan kepada majelis hakim agar
menambahkan hukuman tambahkan berupa hukuman administratif dan sanksi
khusus. Selain pidana penjara dan denda, hendaknya dipertimbangkan pemberian
sanksi administratif seperti pencabutan izin, pemberhentian dari jabatan, atau
larangan berkiprah di bidang perbankan untuk jangka waktu tertentu.

Kata Kunci: Pemidanaan, Pimpinan Seksi Pemasaran, Bank Sumut, Tindak
Pidana Korupsi
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ANALYSIS OF CRIMINAL PUNISHMENT AGAINST THE HEAD OF THE
MARKETING SECTION OF BANK SUMUT WHO COMMITTED THE
CRIMINAL ACT OF CORRUPTION IN THE MEDAN DISTRICT
COURT DECISION NUMBER 67/PID.SUS-TPK/2025/PN MDN

AMRAN EFFENDI DALIMUNTHE
NPM. 245114094

ABSTRACT

The punishment for the Head of the Marketing Section of Bank Sumut who
is found guilty of corruption must be carried out firmly, fairly, and proportionally.
The court must ensure that the punishment imposed fulfills the objectives of
punishment, namely to provide a deterrent effect, uphold justice, and protect state
finances from unlawful acts.

The type of research used in this research was normative juridical
research, namely legal research conducted through the examination of library
materials or secondary data alone. Data collection techniques were conducted
through library research. The data analysis technique used in this legal research
was qualitative descriptive analysis.

Based on the results of the research, it shows that the application of the
elements of criminal acts of corruption in providing credit that does not comply
with Banking Standard Operating Procedures in the Medan District Court
Decision Number 67 / Pid.Sus-TPK / 2025 / PN Mdn is appropriate because the
panel of judges has stated that the charges of Article 3 of Law No. 31 of 1999
have been fulfilled based on documentary evidence, witness testimony evidence,
and the defendant's statement. The form of unlawful acts committed by the Head
of the Marketing Section so that it is qualified as a criminal act of corruption in
Decision Number 67 is the defendant's actions in not carrying out the credit
analysis process in accordance with applicable provisions, approving
applications for 2 credit facilities with incorrect data. The punishment for the
defendant is imprisonment for 1 year and 4 months and a fine of Rp. 50,000,000.
It is recommended that the Court be careful in applying the elements of criminal
‘acts of corruption, ensuring that all these elements are fulfilled legally and
convincingly based on the facts in the trial.

It is recommended that the panel of judges pay attention to the elements of
intent and unlawful intent. Ensure that the defendant acted with unlawful intent,
not due to negligence alone. The panel of judges is recommended to add
additional penalties in the form of administrative penalties and special sanctions.
In addztuw!oqmgnsonment and fines, administrative sanctions such as license
revocation, dismissal from office, or a ban from banking activities for a specified
period sh@uld‘bg considered.
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